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ABSTRAK 

 

Cici Nur Amalia. Praktik Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru 

(Analisis Ekonomi Islam) (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Moh. 

Yasin Soumena) 

Akad ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil 

manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni 

mengambil manfaat dari barang. Begitu pula pelaksanaan akad ijarah (Upah) 

pembuatan perahu antara nelayan  dan pembuat perahu di Dusun Labuange. Pada 

kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang 

memberi upah (mu’ajir) dan pihak kedua (musta‟jir) sebagai penerima upah. Dalam 

praktik yang terjadi di lapangan, perjanjian pihak pembuat perahu dan pemesan 

perahu hanya berlandaskan saling percaya tanpa menghiraukan rukun dan syarat yang 

benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme serta tinjauan analisis 

ekonomi Islam yang digunakan pada pemesanan perahu di Dusun Labuange 

Kabupaten Barru. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya di 

analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Mekanisme pemesanan perahu di 

Dusun Labuange Kabupaten Barru yaitu  dilakukan secara pesanan dan perjanjiannya 

dilakukan secara lisan. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan akad ijarah.  

Sistem pembayaran upah  dilakukan di awal, secara kontan, cicilan, dan jika 

perahunya sudah selesai. Kemudian waktu penyerahan barangnya tidak ditentukan 

oleh kedua belah pihak. (2) Praktik pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten 

Barru telah sesuai jika dilihat dari prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kerja, 

kebebasan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan. 

 

 

Kata Kunci : Mekanisme, Akad, Perahu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa 

manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam 

bidang muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang 

bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.
1
 

Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau 

kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pelaksanaan muamalah harus 

sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari’atIslam. 

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, 

supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan 

kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli,sewa menyewa, 

bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk 

kemaslahatan umum.
2
 

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman 

bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual sosial, jasmani 

rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang 

kegiatan ekonomi Islam memberikan pedomanatau aturan-aturan hukum yang pada 

umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang 

bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari, sebab syariah Islam tidak 

terbatas pada ruang dan waktu.
3
 

                                                             
1
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah.(Bandung: Pustaka Setia, 2001),  h. 16 

2
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta: At-Tahiriyah. Cet.17, 1954), h. 268 

3
 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000), h.1 
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Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan 

lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu kegiatan muamalah adalah 

ijarah, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman 

dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul 

dalam kehidupan sehari-hari, seandainya ijarah ini tidak dibenarkan oleh hukum.. 

Tujuan utama ijarah yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang 

mereka butuhkan, dimana dalam ijarah pihak penyewa butuh terhadap pemilikan 

manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau 

pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi 

manfaatnya.  

 Ijarah adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna 

meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang 

diajarkan agama. Ijarah pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil 

manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan 

perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar’i.
4
 

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), 

yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-

menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.
5
 Ijarah juga didefinisikan sebagai 

suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun 

pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari 

manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembuatan 

yang telah dilakukannya.
6
  

                                                             
 

4
 Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syari’ah ,(Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 77. 

 
5
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122. 

 
6
 Ridwan, Fiqih Perburuhan (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 45. 
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Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas ijarah yaitu: 

(1)Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri 

dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah 

satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-

pihak yang berakad atau dari pihak lain, (2)Di dalam melakukan akad tidak boleh ada 

unsur penipuan, baik yang datang dari mu’ajir ataupun musta’jir. Dalam kerangka 

ini, kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah dituntut memiliki pengetahuan 

yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber ijarah sehingga 

antara keduanya tidak merasa dirugiikan atau tidak mendatangkan perselisihan di 

kemudian hari, (3)Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan 

realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka objek 

yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya, 

(4)Manfaat yang dari sesuatu  yang menjadi obyek transaksi ijarah haruslah berupa 

sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak 

membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan 

yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan 

maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. 

Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu 

perbuatan yang dilarang agama, dan (5)Pemberian upah atau imbalan dalam  ijarah 

haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa 

saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa 
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pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan 

atas kerelaan dan kejujuran.
7
 

 Ada dua hal yang berkaitan dengan ijarah atau sewa-menyewa, yaitu sewa-

menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (ijarah ‘ala al-manafi’) dan 

sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (ijarah ‘ala al-a’mal). 

Ijarah yang kaitannya dengan jenis suatu barang (ijarah ‘ala al-manafi’) yaitu ijarah 

yang objek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, 

mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan ijarah yang 

obyek akadnya jasa atau pekerjaan (ijarah ‘ala al-a’mal) contohnya seperti 

membangun gedung atau menjahit pakaian.
8
  

 Ijarah dalam penelitian ini memfokuskan pada praktik pemesanan perahu 

yang terjadi di Dusun Labuange  Kabupaten Barru. Dusun Labuange merupakan 

daerah pesisir sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya 

kepada keberadaan sumberdaya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila 

aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan. Mayoritas masyarakat Dusun 

Labuange bermata pencaharian sebagai Nelayan. Akan tetapi penduduk Dusun 

Labuange  bermata pencaharian berbeda-beda, ada sebagian masyarakat Dusun 

Labuange berrmata pencaharian dengan membuat perahu, dikarenakan banyaknya 

masyarakat di Dusun Labuange ini sangat membutuhkan perahu untuk aktivitas 

mereka di laut seperti menangkap ikan, gurita, dan sotong. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Desember  2021 di Dusun 

Labuange, menurut salah seorang pembuat perahu yang berada di Dusun Labuange  

yaitu pembeli hanya melakukan sistem pesanan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan 

                                                             
 

7
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35-36. 

 
8
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 85-86. 
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perahunya. Pembuat perahu hanya membuat perahu yang bahannya disediakan oleh 

pembeli, pembuat perahu hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.
9
 

 Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan 

dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah 

keadilan diantara mereka. Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan 

maupun buruh, supaya tercipta kesejahteran sosial. Konsekuensi yang timbul dari 

adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan harus sesuai dengan ketentuan dan 

norma-norma yang telah ditetapkan.
10

 Upah setiap orang  harus ditentukan 

berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa 

yang telah dikerjakan. 

 Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah 

yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sunggung-

sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa 

adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang 

harus ia tunaikan.
11

 

 Pada kasus ini akad dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama pemesan 

perahu sebagai orang yang memberi upah (mu’ajir) dan pihak kedua pembuat perahu 

sebagai orang yang menerima upah (musta’jir). Dalam praktik yang terjadi di 

lapangan, perjanjian pihak pembuat perahu dan pemesan perahu hanya berlandaskan 

saling percaya tanpa menghiraukan rukun dan syarat yang benar. Perjanjian yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis. 

                                                             
 

9
 Akbar,(penjual perahu),Wawancara  Tanggal 29 Juni 2020 di Dusun Labuange. 

 
10

 Helmi Karim, Fiqih Mu’amalah ,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),  h.90. 

 
11

 Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005),  h.488. 



6 

 

  

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, tidak ada kepastian hukum 

yang mengikatnya. 

Pelaksanaan akad ijarah (Upah) yang dilakukan di Dusun Labuange adalah 

pembayaran upah yang diberikan di awal akad, diangsur, ataupun ketika perahunya 

sudah selesai . Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pembuat perahu 

di Dusun Labuange. Tentunya hal seperti ini adalah suatu persoalan yang perlu sekali 

untuk dikaji. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pembayaran upah 

di awal akad ini. 

 Dalam hukum Islam praktek sewa-menyewa atau ijarah ini memiliki syarat 

dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan 

perjanjian ijarah atau sewa-menyewa. Di dalam perjanjian atau akad ijarah tidak 

boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan 

perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.
12

  

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana tinjaun ekonomi Islam terhadap pemesanan perahu di Dusun 

Labunge Kabupaten Barru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
 

12
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2010), h.72. 
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1. Untuk mengetahui mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten 

Barru. 

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemesanan perahu di Dusun 

Labuange Kabupaten Barru. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk 

penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang 

lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu 

perbankan syariah kedepannya. 

b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu 

pengetahuan 
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BAB III 

TINAJUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitan Terdahulu 

 Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk 

menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan plagiarisme. Pembahasan mengenai 

jual beli pesanan telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang 

sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini. Berikut beberapa 

karya ilmiah yang membahas tentang akad ijarah. 

1. Siti Maesaroh dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan 

Banjit Kabupaten Way Kanan. Yang di buat pada tahun 2019 di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan atau field research yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan 

perjanjian antara pemilik sawah dan buruh cangkul. Dalam kesimpulan dari 

penelitian terkait dengan pembayaran upah buruh cangkul pada penelitaian ini 

terdapat dua kesimpulan yaitu apabila upah dibayar secara langsung maka 

diperbolehkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan praktik 

pengupahan yang dibayar dengan cara ditangguhkan belum sesuai dengan hukum 

Islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dan masih terdapat unsur 

gharar, dan ketidakadilan.
13

 

                                                             
 
13

 Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”, 

(Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2019), h.66. 
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2. Nurul Mukromah dengan laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pembayaran Upah Diawal Akad”. Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah. Yang di buat pada tahun 2017 di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung  Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

field research yang bersifat deskriptif yang berisi keseluruhan perjanjian upah 

megupah antara mu‟ajir dan musta‟jir. Dalam kesimpulan penelitian adalah 

diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab perjanjian upah mengupah 

dilakukan atas kesepakatan bersama yang didalamnya tidak mengandung gharar, 

maysir, riba, zhlum, rysiwah, barang haram dan maksiat.
14

 

3. Ifta Hulqulub (2020), “Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah 

Pribadi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum Islam sosiologis, yang dilakukan dengan metode penelitian 

lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik 

pelaksanaa Akad Ijarah (Upah) antara mua’jir dan musta’jir yang terjadi di awal 

akad pada desa Talang Danto dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam 

karena tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir 

(perjudian), riba (bunga uang), zhulum (penganiayaan), rysiwah (suap), dan 

maksiat. Dan yang terpenting antara mu’ajir dan musta’jir telah saling ikhlas dan 

ridho dalam memberikan dan menerima upah.
15

 

 

 

                                                             
 
14

 Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad”, 

(Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2017), h.57. 

 
15

 Ifta Hulqulub, “Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut 

Perspektif Fiqih Muamalah”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Riau, 

2020), h.7. 
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B. Tinjauan Teori 

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis 

menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjaun teori yang 

digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian Akad Ijarah 

a. Akad 

Akad berasal dari bahasa Arab ( لعقدا ) yang artinya perikatan, perjanjian ,dan 

permufakatan.
16

 Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpegaruh 

pada obyek perikatan. 

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:
17

 

1) Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudianmenjadi sebagai 

sepotong benda. 

2) Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua 

ujung itu dan mengikatnya. 

3) Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: 

 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ بلَىَٰ مَنْ أوَْفىَٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقىَٰ  فَإنَِّ اللََّّ  

Terjemahnya  

 “Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Imran :76)

18
 

                                                             
 

16
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007),  h.97. 

 
17

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003),  h.101. 
 

18
 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Diponegoro, 2014). 
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Istilah ahdu dalam Alquran mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan 

sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 

seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak 

setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang 

dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang 

membantunya.
19

 

Firman Allah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 1 yakni : 

يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ ۚ أحُِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنَْعاَمِ إِلََّّ مَا يتُلْىَٰ عَلَيْكُ  مْ غَيْرَ مُحِلِِّي الصَّ

َ يَحْكُمُ مَا يرُِيدُ   اللََّّ

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yag demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).

20
 

 Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesutu yang 

lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’atkan. 

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni 

sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan 

kata harus.
21

 

 Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, 

talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 

wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 

                                                             
 

19
 Sohari Ru’fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada,1979), h.42. 

 
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), h. 

106 

 
21

 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 

Darul Haq, 2008), h.26. 
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penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.
22

 

 Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad” dalam hukum 

Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (ar-rabt). Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur’an menyatakan 

bahwa kata ‘aqad tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya 

menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari tuhan terhadap manusia. 

Didalam penjelasan dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: “Allah SWT 

mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia dimana Dia akan 

memaksa mereka, dan menjaga aqad dimana mereka buat di antara mereka sendiri 

berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”
23

 

Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 

objeknya.”
24

 Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam padangan syara’ suatu 

akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak 

yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan 

pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, 

untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan 

itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut mu’jib dan pelaku 

(pihak) kedua di sebut qaabil.
25

 

                                                             
 

22
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 

h. 35. 

 
23

 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2011), h. 4. 

 
24

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 

h.68. 

 
25

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102- 103. 
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b. Akad Ijarah 

 Secara etimologi kata Al-ijarah berasal dari kata al-ajru’ yang berarti al-‘iwad 

yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah,
26

 dari sebab itulah ats-Tsawabu 

dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru / upah.
27

 

 Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi ijarah adalah 

upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan 

sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah ajr, 

ujrah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ujara-hu digunakan apabila seseorang 

memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, 

bukan pada hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di 

akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.
28

 

Adapun secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, 

Hanafiah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.
29

 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah al ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah boleh dimanfaatkan ,dengan cara 

memberi imbalan tertentu.
30

 

Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (mu’ajjir) oleh 

                                                             
 

26
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h.15. 

 
27

 Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan,sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, Cet IV (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,2015), h.277. 

 
28

 A. Riawan Amin.Sc., Buku Pintar Transaksi Syari’ah(Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan 

Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan; Penerbit Hikmah (PT. Mizan 

Publika), 2010), h.145. 

 
29

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,  Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 387. 

 
30

 Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan,sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, Cet IV (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group,2015), h. 277. 
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orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh 

seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa 

tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.
31

 

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis 

adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum 

yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal 

dari hukum adat. 

 Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan 

persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.
32

 

 Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana 

yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini 

adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang 

telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu 

sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah 

kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad 

ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa 

                                                             
 

31
Taqyuddin An-Nabhan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya; 

Risalah Gusti, 1996), h. 81. 
32
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berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah 

mengupah dalam masyarakat.
33

 

 Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan 

kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat 

dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 

dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan 

atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa 

dalam produksi. 

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama fiqih.
34

 

1) Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “Ijarah yaitu suatu akad yang 

dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu 

barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”. Manfaat kadang 

berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk 

dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang 

tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai 

kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya). 

2) Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “ ijarah yaitu suatu akad atas 

manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai penganti dan 

kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas)”. 

3) Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “ijarah yaitu suatu akad atas 

manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas 

sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas 
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 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
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pula. Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama 

dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad 

yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan 

memberikan imbalan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari 

seorang mua’jir oleh seorang musta’jir yang jelas dan sengaja dengan cara 

memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh 

syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, 

karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditunjukan 

pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai 

objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing 

termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna 

operasional,nsewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa 

menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan 

untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajiannya (upahnya) 

satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar 

sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan 

upah mengupah.
35

 

2. Dasar Hukum Akad Ijarah 

 Al ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah 

merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya meurut 

Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
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ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-qur’an, hadis-hadis Nabi,dan ketetapan 

Ijma’ Ulama.
36

 Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari’atkan dalam 

Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham 

dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati 

ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama 

berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Alquran, As-sunnah, dan ijma, 

adapun dasar hukum tentang kebolehan al ijarah sebagai berikut : 

a. Alquran 

1) Surah Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan: 

ابََتِ اسْتاَجِْرۡهُ 
  خَيۡرَ مَنِ اسۡتـَاجَْرۡتَ الۡقَوِىُّ الََّۡمِيۡنُ  اِنَّ  ۖ قَالَتۡ اِحۡدٰٮہُمَا يٰٰۤ

ى انَۡ تاَۡجُرَنىِۡ ثمَٰنىَِ حِجَج  
ََ  ۚقَالَ اِنِّىِٰۡۤ ارُِيۡدُ انَۡ انُۡكِحَكَ اِحۡدىَ ابۡنَتىََّ هٰتيَۡنِ عَلٰٰٓ ا فَمِنۡ عِنۡدِ را ۡۡ  وَمَاٰۤ  ۚ فَاِنۡ اتَۡمَمۡتَ عَ

لِحِيۡ  سَتجَِ ؕ ارُِيۡدُ انَۡ اشَُقَّ عَلَيۡكَ  ُ مِنَ الصه دنُىِٰۡۤ اِنۡ شَآٰءَ اللَّه  

Terjemahnya : 

 “(26)salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapat dipercaya”.(27) berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 
cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 
aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 
Termasuk orang- orang yang baik". (Q.S Al- Qashash 28 : 26-27)

37
 

 

2) Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:  

آٰ اٰتيَۡتمُۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَاِنۡ ارََدْتُّمۡ انَۡ تسَۡتَ  ا اوَۡلََّدكَُمۡ فلََا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اذِاَ سَلَّمۡتمُۡ مَّ َ بِمَا ؕ رۡضِعوُٰۡٓ ا انََّ اللَّه َ وَاعۡلَمُوٰۡٓ  وَاتَّقوُا اللَّه

 تعَۡمَلوُۡنَ بَصِيۡرٌ 
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Terjemahnya : 

 “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 233)

38
 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus 

sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan 

kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. 

Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada merekan, apabila 

upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja 

hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak 

ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
39

 

3) Surat An-Nahl ayat 97 disebutkan: 

نۡ ذكََر  اوَۡ انُۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فلَـَنحُۡييِنََّهٗ حَيٰوةا طَيِّبَِةاوَلـَنَجۡزِيـَنَّهُمۡ اجَۡ  ـا مِِّ رَهمُۡ بِاحَۡسَنِ مَا كَانوُۡا مَنۡ عَمِلَ صَالِحا

   يَعۡمَلوُۡنَ 

Terjemahnya :  

 “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 
(Q.S. An-Nahl 16 : 97)

40
 

 

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh 

adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu 
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badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat 

perusahannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang 

yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar 

akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.
41

 

4) Surah  At-Thalaq ayat 6 disebutkan: 

 فَاِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتوُْهنَُّ 

 

Terjemahnya :  

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya”

42
 

b. As-Sunnah 

 Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang 

upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan: 

 أعَْطُوا الأجَِيرَ أجَْرَهُ قَبْلَ أنَْ يَجِفَّ عَرَقهُُ 

Artinya :  

 “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada 
seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, 
shahih).

43
 

 Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya disebutkan secara jelas 

dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. 

 

c. Landasan Ijma’ 

 Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab 

bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka 
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pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah 

kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas 

disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap 

(serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para Ulama ini, 

karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri.
44

 

 Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang 

itu sendiri.
45

 

d. Dasar Hukum Undang-Undang 

 Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh 

buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah 

memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah 

dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaaan menegaskan:“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan 

dilakukan”.
46
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Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah 

untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian 

upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja 

secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. 

Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 

keluarganya. Berdasarkan uraiaan tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan 

juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (al-

ijarah) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang 

kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata 

lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun 

perundang-undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak 

pekerja/buruh. 

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 

a. Rukun Akad Ijarah 

 Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena 

adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena 

adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, 

dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut 

rukun.
47

 

 Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan 

qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. 
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Mereka mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa 

yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa- 

apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang 

tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, 

seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya 

hakikat sewa menyewa.
48

 

 Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. 

Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang 

rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang 

berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa 

menyewa itu sendiri. 

 Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu : 

1) Aqid (orang yang berakad) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang 

yang memberikan upah dan menyewakan disebut mu’ajjir dan orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut 

musta’jir.
49

 

2) Sighat : Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-

‘aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: a) ucapan, b)utusan dan tulisan, 

c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya 

sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus 

menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
50

 

                                                             
 

48
 Chairuman Pasaribu Surwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h.53. 

 
49

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h. 117. 

 
50

 Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h.178 



23 

 

  

3) Upah : Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau 

diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. 

4) Manfaat : Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus diketahui bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaanya harus 

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur 

hukumnya adalah fasid.
51

 

b. Syarat Upah (Ijarah) 

 Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-

menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa 

adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan 

terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, 

tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. 

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru diangap sah apabila telah memenuhi 

rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. 

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:
52

 

1) Pelaku ijarah haruslah balig dan berakal 

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 

disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum 

atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka 

atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-
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orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala 

perbuatan yang 

dilakukannya dapat dipertangungjawabkan secara hukum. Para Ulama 

dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah 

ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala 

tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang 

sah. 

2) Keridhaan pihak yang berakad 

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad 

al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka 

akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah 

An-Nisa ayat 29, yang berbunyi: 

 

لََّّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةا عَنْ ترََاض  مِنْكُمْ ۚ وَلََّ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ۚ إِنَّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََّ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباَطِلِ إِ 

ا َ كَانَ بِكُمْ رَحِيما  اللََّّ

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q.S. An-Nisa : 29)

53
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari 

rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan 

juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.Akad sewa-
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menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 

keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.
54

 

3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. 

Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak 

cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh 

menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung 

oleh penyewa. 

4) Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ 

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap 

sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, 

menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam 

tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan 

tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di 

atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa 

menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”. 

5) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui 

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak 

sah karena ketidakjelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga 

tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud 

dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja 

dalam penyewaan para pekerja. 

a) Penjelas tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada 

harganya, dan dapat diketahui. 
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b) Penjelasan waktu 

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, 

sedangkan Ulama Syafi’iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal 

itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. 

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa 

orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. 

d) Penjelasan waktu kerja Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada 

pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
55

 

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran 

uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak 

atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar 

tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak. 

6) Objek ijarah itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. 

Misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa atau 

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulam 

fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, 

karena shalat haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
56

 

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat ijarah ada lima 

yaitu : 

1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. 

2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya. 

3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya. 
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4) Benda yang disewakan dapat diserahkan. 

5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan 

 Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka akad ijarah telah dianggap 

sah menurut syara’. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 

dianggap batal. Syarat-syarat pokok dalam Alquran maupun As-Sunnah mengenai hal 

pengupahan adalah para mu’ajir harus memberi upah kepada musta’jir sepenuhnya 

atas jasa yang diberikan, sedangkan musta’jir harus melakukan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai 

kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun mu’ajir dan ini harus 

dipertangungjawabkan kepada Allah. 

4. Macam-Macam Upah (Ijarah) 

Di dalam fiqih mu’amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua : 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 

disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak 

yang berakad. 

b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya 

serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya 

telah menyebutka jasa (manfaat) kerjanya.
57

 

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua : 

a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya sewa menyewa rumah, 

kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir mempunyai benda-

benda tertentu dan musta’jjir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara 

keduanya, dimana mu’ajir mendapat imabalan tertentu dari musta’jjir, dan 
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musta’jjir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang 

bolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan 

boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (ijarah ala al-a’mal) ialah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatau pekerjaan. Ijarah seperti ini 

menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu’ajjir adalah 

orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta’jjir 

adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan 

imbalan tertentu. Mu’ajjir mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk 

musta’jjir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajjir.
58

 Ijarah ‘ala al-a’mal 

terbagi dua yaitu:
59

 

1) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang 

yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah 

memberinya upah. 

2) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau 

melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. 

5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (Ijarah) 

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan 

 Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada 

waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung 

dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, 

menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 
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manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia 

berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu’ajir menyerahkan zat benda yang di sewa 

kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta’jir) sudah 

menerima kegunaannya.
60

 

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
61

 

1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya 

pada saat jasa telah selesai dilakukan. 

2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada 

barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut 

menjadi batal. 

3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi 

secara keseluruhan. 

4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai 

dengan hal penangguhan pembayaran. 

 Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 

2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam 

akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama 

penyewaan berlangsung. 

 Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 

menangguhkanya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan 

menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya 
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dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad 

tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian 

masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.
62

 

b. Batalnya Upah 

 Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila 

barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi’iyah, jika ajir bekerja di 

tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila 

barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. Ulama hanafiah juga hampir 

senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:
63

 

1) Jika benda ada ditangan ajir 

a. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas 

pekerjaan tersebut. 

b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat upah atas 

pekerjaannya sampai akhir. 

2) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai 

bekerja 

6. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:
64

 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila 

yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan 
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apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima 

upahnya. 

c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad 

al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur 

Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, 

karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan 

jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

d. Menurut Sayid Sabiq
65

, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai 

berikut: 

1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau 

terlihat aib lama padanya. 

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 

menjadi ‘ain. 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang diupahkan 

untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 

4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau 

berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika 

masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia 

tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi 

pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada 

pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
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7. Teori Ekonomi Islam 

 Istilah ekonomi Bahasa Arab disebut iqtishad yang terambil dari akar kata 

qaf, shad dan dal menjadi qashada yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini 

menjadi iqtishad yang berarti menghemat, qashad yang berarti ekonomi dan 

seterusnya. Jadi kalau dikatakan ilm al-iqtishad berarti ilmu ekonomi, ilm al 

iqtishhadiy berarti politik ekonomi iqtishad berarti penghematan, numuwwun 

Iqtishady berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.
66

 

 Sebagian ahli memberi defenisi ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam 

yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa  

yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir 

yang terdiri dari nilai-nilai morl Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai 

sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun 

yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.
67

 

 Adapun pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, diantaranya : 

 Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurtut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah 

sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui 

alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 
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lingkungan. Kemudian menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy ilmu ekonomi 

Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa 

tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alquran dan Sunnah, akar 

(ijtihad), dan pengalaman. Sedangkan menurut Kursy Ahmad ilmu ekonomi Islam 

adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan 

tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif  Islam.
68

 

a. Tujuan Ekonomi Islam 

 Adapun tujuan aktivitas ekonomi Islam adalah untuk dua macam bentuk atau 

sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemenuhan kebutuhan 

makro: 

1) Pemenuhan Kebutuhan Mikro 

 Islam cukup berbicara gambling tentang sebegitu prnting manusia berupaya 

memenuhi kebutuhan mikro ekonominya. Nejatullah Siddiqi menegaskan, hukum 

Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara 

kehidupannya dari bahaya kelaparan dahaga, kedinginan, kepanasan, dan lain-lain. 

 Nejatullah Siddiqi membagi tujuan mikro dan aktivitas ekonomi Islam 

kedalam empat macam tujuan, yaitu  a) Untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau 

diri pribadi secara sederhana, b) Untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah 

tangga, c) Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, dan d) Untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga yang ditinggalkan 

2) Pemenuhan Kebutuhan Makro 

 Islam mengisyaratkan tidak hanya mengorientasikan aktivitas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan mikro seperti yang telah dikemukakan tersebut, tetapi juga 
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mengorientasikan untuk memenuhi kebutuhan makro. Islam mengisyaratkan agar 

setiap aktivitas ekonomi sekaligus ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

manusia secara keseluruhan. Islam memberikan regulasi bahwa hasil yang didapat 

dari sebuah aktivitas ekonomi seorang muslim, di samping diperintahkan untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Juga diperintahkan untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak mampu, bahkan 

digunakan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi secara 

kolektif  guna mencapai kesejahteraan secara kolektif juga.  Najatullah Siddiqi 

menyatakan tujuan makro  dan aktivitas ekonomi Islam ialah memberikan bantuan 

sosial dan sumbangan berdasarkan di jalan Allah.
69

 

b. Karakteristik Ekonomi Islam 

 Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik 

ekonomi Islam : 

1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan 

penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan 

terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi 

Islam. 

2) Membantu ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi 

konvensional dalam memahami ekonom Islam. 

3) Membantu para peminat studi fiqih muamalah dalam melakukan studi 

perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
70
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c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

1)  Tauhid (Keesaan Tuhan) 

  Tauhid merupakan ajaran Islam suatu yang sangat fundamental dan bahkan 

misi utama rasul Allah kepada umat manusia dalam rangka penyampaian (tablig) 

ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan 

serta berserah diri kepadaNya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian.
71

 

2) Adl (Keadilan) 

  Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme 

perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada 

ayat-ayat Alquran atau sunah rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan 

hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan 

keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas 

produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai 

kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
72

 

3)  Nubuwwah (Kenabian) 

  Rahman, Rahim, dan kebijaksanaan Allah manusia tidak dibiarkan begitu saja 

tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuskan para Nabi dan Rasul untuk 

menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup 

yang Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan 

mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal segalanya, yaitu Allah. Fungsi 

Rasul adalah untuk menjadi modal terbaik yang diteladani manusia agar 
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mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah 

mengirimkan  “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani 

sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw.
73

 

C. Tinjauan Konseptual 

1. Praktik 

 Adalah pelaksanaan secara nyata . 

2. Pemesanan 

 Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

membeli. 

3. Dusun Labuange 

 Dusun Labuange merupakan daerah pesisir sehingga sebagian besar 

masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumberdaya laut yang 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.  

4. Analisis Ekonomi Islam 

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya).
74

 

Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang 

disimpulkan dari Alquran dan As-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian 

yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan 

masalahnya.
75

 Ekonomi Islam adalah segala bentuk aktivitas manusia yang 
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menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi, 

maupun konsumsi yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam.
76

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar Kerangka Pikir 

 

  Calon peneliti disini membahas tentang Praktik Pemesanan Perahu di Dusun 

Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam). Dimana peneliti disini berfokus pada 

pemesanan perahu yang dilakukan oleh nelayan dan pembuat perahu di dusun Labuange. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam 

mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh 

temuan penelitian. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang 

relevan.
77

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Dimana penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
78

 Alasan 

peneliti mengunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan 

hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk 

dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi 

sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti 

mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan 

masalah yang telah diteliti. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti  terletak di Dusun Labuange  

Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru  dalam rentang waktu kurang 

lebih satu bulan. 

C. Fokus Penelitian 

Adapun penelitian ini berfokus pada praktik pemesanan perahu di dusun 

Labuange Kabupaten Barru ( Analisis Ekonomi Islam) 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung untuk 

penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang 

diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan 

dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu 

menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik purposive sampling. 

Narasumber tersebut terdiri dari pembeli dan pembuat perahu yang ada di dusun 

Labuange. 

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau 

memperkuat data primer yang ada. 
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, 

penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data secara kualitatif melalui dokumen-dokumen disertai dengan 

wawancara peneliti dengan pihak pembuat perahu. 

 Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau 

penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret 

yang ada hubungannya  dengan penelitian ini. 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

 Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan yang handal 

dalam penelitian analisis percakapan. Teknik observasi dimaksudkan untuk menjaring 

original action maupun original interaction dari lapangan. Obsevasi ini dapat 

dilakukan peneliti secara langsung dengan memanfaatkan indra-indranya untuk 

menjaring data sebanyak dan sevariatif mungkin.
79

 Dalam penelitian ini penulis 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan 

mendatangi pembuat perahu dan pembeli perahu. 
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Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman 

dari Lapangan, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 89. 
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2. Wawancara (Interview) 

 Metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan untuk mendapatkan 

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-

cakap berhadapan muka dengan orang itu. Wawancara dalam suatu penelitian yang 

bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat serta pendirian-pendirian mereka.
80

 Data penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pembeli perahu dan pembuat perahu terkait dengan jual beli 

pesanan perahu. 

3. Dokumentasi 

 Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil 

observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh 

dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.
81

 Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan yang di teliti.  

F. Uji keabsahhan Data 

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian 

sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability. 
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 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1994), h. 98. 
81

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 

2017), h. 55. 



42 

 

  

1. Kredibilitas (Credibility). Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil 

penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan 

dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian 

dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat 

menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. 

2. Tranferabilitas (Transferability). Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat 

kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer 

kepada konteks atau seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif 

transferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. 

Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu 

pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi 

sentral pada penelitian tersebut. 

3. Dependabilitas (Dependability). Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas 

dalam penelitian kuantitatif. Panndangan kuantitatif tradisional tentang reliabilitas 

didasarkan pada asumsi replikabilitas (replicability) atau keterulangan 

(repeatability) secara esensial itu berhubungan dengan apakah kita akan 

memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama untuk 

kali yang kedua. Akan tetapi, secara aktual kita tidak dapat melakukan sesuatu 

yang sama (dua kali) dengan definisi jika kita melakukan pengukuran dua kali 

sebenarnya kita mengukur dua hal yang berbeda. 

4. Konfirmabilitas (Comfirmability). Penelitian kualitatif cenderung berasumsi 

bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik ke dalam penelitian. Kriteria 
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konfirmabilitas atau objektifitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil 

penelitian dapat dikonfirmasikan oleh orang lain.
82

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus 

kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai 

tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau 

lebih jernih dimengerti duduk perkarangan. Data kualitatif merupakan sumber dari 

deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-

proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesintesiskannya, mencari dan  

menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
83

 Dalam 

rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan 

Miles dan Huberman. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti  mulai melakukan penelitian tentu 

saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat 

rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang 

diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang 

disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 
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2. Penyajian Data 

 Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik 

penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk 

seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

3. Verification (Verifikasi) 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

berada di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pemesanan Perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru 

 Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang mana data 

tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan 

langsung dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara dari 

penelitian tersebut. 

Tabel. 4.1  

Nama-Nama Penjual Perahu 

No. Nama Alamat Lama Usaha 

1. Arif Jl. Veteran, RT 1 46 Tahun 

2. Akbar Jl. Veteran, RT 1 5 Tahun 

3. Ruslan Jl. Veteran, RT 1 5 Tahun 

4. Mansur Jl. Veteran, RT 1 10 Tahun 

5. Dorahim Jl. Veteran, RT 1 3 Tahun 

6. Beddu Cambang Jl. Pahlawan, RT 2 11 Tahun 

Sumber : Data Olahan Penulis 

 

 Dijelaskan bagaimana mekanisme pemesanan perahu yang terjadi di Dusun 

Labuange Kabupaten Barru sebagai berikut: 

1. Proses Pemesanan   

 Pernyataan dari Bapak Akbar salah satu pembuat perahu di Dusun Labuange 

mengatakan bahwa :  

 “sistem jual beli perahu yang dilakukan adalah sistem pesanan terlebih dahulu 
dan bisa langsung datang kelokasi”

84
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Pernyataan dari bapak Mansur dan Ruslan mengenai sistem jual beli perahu 

yaitu: 

“sistem yang kami terapkan adalah  harus pesan dulu baru dikerjakan kita 
jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, setelah 
dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama bagaimana 
model perahunya, kapan selesainya dan harganya.”

85
  

 

Pernyataan dari Bapak Arif mengenai sistem jual beli perahu yang beliau 

lakukan selama ini yaitu :  

“sistem jual beli perahu dengan sistem pesanan melalui telpon karena sudah 
banyak juga yang mengenal dan percaya dari luar daerah seperti Takalar dan 
luar provinsi seperti Kendari, bisa juga langsung datang kelokasi untuk minta 
dibuatkan perahu.”

86
 

 
 Pernyataan dari Bapak Beddu Cambang salah satu pembuat perahu di 

Labuange yaitu: 

 “pemesan biasanya langsung datang ke rumah kalau mau pesan perahu, ada 
juga yang pesan lewat telpon.”

87
 

  

 Pernyataan dari Bapak Dorahim salah satu pembuat perahu yaitu : 

 “kalau sistem yang saya pakai itu sistem pesanan, pemesan  datang langsung 
 ke rumah”

88
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sadaruddin salah satu konsumen 

atau pemesan perahu mengatakan bahwa: 

“jika ingin memesan perahu, saya langsung datang ke rumah pembuat perahu 
untuk berbicara langsung mengenai harga dan model perahu yang 
diinginkan.”

89
 

 
Penuturan Bapak Guntur yang juga salah satu pemesan perahu mengatakan 

bahwa: 

“saya dulu memesan perahu langsung datang ke tempat pembuat perahunya”
90
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 Dari data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli 

perahu yang mereka lakukan saat ini ialah, untuk sistem jual belinya sistem pesanan 

terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan, untuk memesannya bisa melalui telpon atau 

bisa langsung datang kelokasi untuk melakukan pesanan perahu bagaimana bentuk 

dan kesepakatannya. Adapun yang dibahas ketika memesan adalah ukuran, warna, 

dan bentuk perahu. 

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam proses pemesanan adalah 

kepercayaan yaitu prinsip ekonomi Islam Nubuwwah (Kenabian). Setiap muslim 

diharapkan untuk meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani 

umtuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi 

yaitu : Siddiq (benar dan jujur), Amanah (tanggung jawab, Fathonah (bijaksana), 

Tabligh (komunikasi dan keterbatasan).
91

 Sehubungan kepercayaan pemesan kepada 

pembuat perahu dalam prinsip ekonomi Islam adalah Amanah (tanggung jawab). 

Tanggung jawab dalam pembuatan perahu yang dilakukan akan bertahan lama, 

karena tanggung jawab merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari 

pemesan. 

2. Bentuk Perjanjian 

 Perjanjian merupakan salah satu cara untuk membantu manusia agar dapat 

berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian terdapat suatu 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, 

suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencapai tujuan bersama dari sinilah akan timbul rasa kebersamaan antara manusia. 
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 Syarat sahnya diperlukan empat syarat yaitu pertama; sepakat mereka yang 

mengikatkan diri, kedua; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ketiga; suatu 

hal tertentu, keempat; suatu sebab yang halal.
92

 Menurut ahli hukum Islam 

Kontemporer, rukun yang membentuk suatu perjanjian itu ada empat antara lain, 

Pertama; para pihak yang membuaat akad, kedua; pernyataan kehendak para pihak, 

ketiga; objek akad, keempat; tujuan akad.
93

 

 Terjadinya kesepakatan antara pembuat perahu dengan pemesan perahu yang 

terdapat di Dusun Labuange, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam 

pelaksanaannya setelah pembuatan akad maka dalam pembuatan perjanjian atau 

kontrak dilakukan dengan lisan sebagaimana yang diungkapkan Bapak Arif selaku 

pembuat perahu: 

 

 “pembeli yang memesan perahu secara lisan hanya menyebutkan langsung 
ukuran dan model perahu yang ingin dipesan, setelah kriteria dan harga 
disepakati, maka pemesan memberikan uang muka sebagai tanda jadi 
memesan kami segera membuatkan perahu sesuai keinginan pemesan 
tersebut, tidak ada perjanjian tulisan”

94
 

 

Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga menjelaskan pesanan barang 

dengan menggunakan lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih, berikut 

penjelasannya:  

 
“pembeli saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan 
langsung menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemarin pemesan 
memesan perahu dengan ukuran yang  lumayan besar, maka saya melakukan 
kesepakatan dengan pemesan perahu mengenai harga perahu.”

95
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Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Mansur, selaku pembuat perahu : 

“perjanjian tertulis itu tidak ada ketika pembeli memesan hanya kita bicara 
perahu bagimana yang ingin dipesan dan bagaimana ukurannya supaya 
tidak terjadi kesalahan”

96
 

Bapak Ruslan selaku pembuat perahu menjelaskan bentuk perjanjiannya 

sebagai berikut : 

“pembeli memesan sama saya tanpa bentuk perjanjian tulisan karena 
kebetulan sudah kenal baik dengan saya, jadi pembeli sudah percaya 
ketika ingin memesan sama saya”

97
 

Bapak Beddu Cambang juga menyatakan bahwa : 

“saya tidak menulis perjanjian kesepakatan, hanya sistem kepercayaan 
saja.”

98
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dorahim bahwa: 

“perjanjian tertulis tidak ada, kami hanya bicara secara lisan saja 
perjanjiannya”

99
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

perjanjian lisan yang dilakukan pada pembuatan perahu di Dusun Labuange yaitu 

pemesan atau pembeli hanya menyebutkan ukuran, bentuk, warna, dan harga. 

Perjanjian lisan yang dilakukan pada pembuatan perahu di Dusun Labuange di dalam 

proses pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian secara garis besar isi dari 

perjanjian secara lisan itu pemesan atau pembeli hanya membahas mengenai ukuran 

perahu yang ingin dipesan, spesifikasi, harga perahu dan penentuan pembayarannya 

apakah memberikan uang muka atau dilunasi pada saat perahu sudah jadi.  
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Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan dan pembuat 

perahu, peneliti telah mendapatkan keterangan dari pembuat perahu mereka 

melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan 

lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Sehingga 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu 

keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, 

perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di nota atau surat perjanjian oleh 

pembuat perahu dan pemesan.  

Dalam suatu transaksi seharusnya pembuatan perjanjian dituliskan dalam 

sebuah hitam di atas putih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-

Baqarah/2:282, yaitu: 

                         

Terjemahnya 

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

100
 

 

Hasil wawancara di atas berarti akad yang dilakukan hanya menggunakan 

perjanjian lisan yang mana tidak diperbolehkan oleh Islam maka tidak bisa dilakukan. 

Perjanjian lisan tersebut didasarkan pada rasa kepercayaan masing-masing pihak 

karena sudah lama saling mengenal. Pemesan memberikan kepercayaan penuh 

kepada pihak pembuat perahu. 

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam bentuk perjanjian atau 

kesepakatan adalah prinsip ekonomi Islam Adl (keadilan) salah satu prinsip yang 
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penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak 

hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau Sunah Rasul tapi juga berdasarkan 

pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip 

keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan 

harga, kualitas produk, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan 

ekonomiyang dikeluarkan. 

Dari beberapa pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya salah 

satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan jual beli pesanan adalah prinsip 

keadilan dalam perjanjian yang diberikan pihak pembuat perahu dengan pemesan 

perahu dapat menghasilkan keseimbangan Islam mengharuskan berbuat adil, duniawi, 

dan keselamatan dunia akhirat. 

3. Akad yang digunakan 

 Akad ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah 

mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini 

digunakan istilah-istilah ajr, ujrah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ujara-hu digunakan 

apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan 

pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya 

digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan 

untuk balasan di dunia.
101

 

Yang terjadi dimasyarakat Dusun Labuange ini barang untuk membuat perahu 

disediakan oleh pembeli, penjual (pembuat perahu) hanya menerima upah dari hasil 

kerjanya saja. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Mansur selaku pembuat perahu : 
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“bahan baku untuk membuat perahu berasal dari pemesan, kita hanya 
 mengerjakan saja sesuai dari kemauan dari pemesan.”

102
 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ruslan selaku pembuat perahu: 

“bahan-bahan untuk membuat perahu dibawa langsung oleh pemesan 
 perahu, mengenai pengerjaannya di tanggung oleh saya”

103
 

Bapak Arif selaku pembuat perahu mengatakan bahwa: 

“Untuk pembuatan perahu membutuhkan bahan baku seperti, kayu, papan, 
paku, lem, dan cat, ini semua disediakan oleh pemesan perahu. Adapun alat 
yang dibutuhkan untuk pembuatan perahu adalah palu, gergaji, pahat, pensil, 
meteran,dan alat-alat lainnya disediakan oleh pihak pembuat perahu.”

104
 

Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa:  

“kemarin pemesan perahu menyediakan bahan untuk membuat perahu seperti 
kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya diberi upah untuk minta 
dibuatkan perahu.”

105
 

 

Bapak Beddu Cambang selaku pembuat perahu juga menuturkan bahwa: 

“bahan bakunya itu dari pemesan perahu”
106

 

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Dorahim selaku pembuat perahu 

yaitu : 

 “bahan baku dari pemesan, saya hanya mengerjakan saja”
107

 

 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian diatas 

menunjukkan bahwa pemesanan perahu yang ada di Dusun Labuange secara teoritis 

telah memenuhi rukun-rukun akad ijarah. Adapun menurut jumhur Ulama, rukun 

ijarah ada (4) empat, yaitu : 
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a. Aqid (orang yang berakad) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang 

yang memberikan upah dan menyewakan disebut mu’ajjir dan orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut 

musta’jir.
108

 

b. Sighat : Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-

‘aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: a) ucapan, b)utusan dan tulisan, 

c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya 

sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus 

menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
109

 

c. Upah : Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau 

diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. 

d. Manfaat : Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus diketahui bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaanya harus 

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur 

hukumnya adalah fasid.
110

 

 Pelaksanaan pemesanan perahu di Dusun Labuange telah memenuhi rukun-

rukun akad ijarah yang telah disebutkan tersebut. Yang berpihak sebagai musta’jir 

yaitu pembuat perahu yang memproduksi perahu, mu’ajjir diantaranya yaitu 

konsumen yang memesan perahu yang berada disekitar Dusun Labuange hingga luar 

provinsi, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek penelitian adalah perahu, 

setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara 
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penjual dan pembeli. Pemesan perahu memberikan upah kepada pembuat perahu 

karena telah dibuatkan perahu. 

4. Mekanisme Pembayaran 

 Bapak Arif selaku pembuat perahu menjelaskan tentang mekanisme 

pembayaran upahnya sebagai berikut: 

“soal pembayarannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya itu 
pemesan bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh , tapi itu tergantung 
dari kesepakatan lagi”

111
 

 

Bapak Akbar selaku pembuat perahu menjelaskan bahwa: 

“Untuk sistem pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak ada 
juga melakakukan pembayaran secara langsung, ada juga yang bayar uang 
muka, dan ada juga yang sistem angsuran, dan ada juga yang melakukan 
pembayaran diakhir jika perahu sudah selesai.”

112
 

 

 Bapak Ruslan selaku pembuat perahu juga menjelaskan mengenai mekanisme 

pembayarannya yaitu : 

 “untuk sistem pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah selesai 
perahunya baru bayar.”

113
 

 
  Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mansur selaku pembuat perahu 

yaitu : 

“untuk pembayaran bisa di awal, bisa cicilian dan bisa juga bayar di akhir.”
114

 
 

  Penuturan dari Bapak Beddu Cambang mengenai sistem pembayarannya 

yaitu: 

“untuk pembayarannya itu kadang pemesan membayar sebagian, setelah 
perahunya selesai baru dilunasi”

115
 

 

Bapak Dorahim selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa : 
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“pembayarannya itu pakai uang muka, kadang juga pada saat mengerjakan 
perahu kami bisa minta uang kepada pemesan, sisanya dibayar lunas ketika 
perahunya sudah selesai.”

116
 

 
 Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal ini kepada beberapa pemesan, 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Guntur: 

“kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya 
memesan perahu. Setelah perahunya selesai baru saya lunasi semuanya”

117
 

 Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sadaruddin selaku pemesan perahu 

sebagai berikut: 

“kalo saya pembayarannya itu saya bayar uang muka dulu nanti kalo 
barangnya sudah selesai baru saya bayar lunas”

118
 

 

 Mekanisme pembayaran upah pada pemesanan perahu di Dusun Labuange 

untuk sistem pembayaran yang mereka terapkan adalah bisa bayar di awal dan bisa 

juga bayar secara kontan dan sistem cicilan. Akan tetapi ada juga yang membayar 

jika perahunya sudah selesai. Hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua 

belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah di sepakati 

bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak 

musta’jir telah mempertanggungjawabkan hasilnya, dan antara kedua belah pihak 

tidak ada yang merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad tidak di perjelas 

hak dan kewajiban pekerja (musta’jir). 

 Pembayaran yang dilakukan oleh pemesan perahu kepada pembuat perahu 

merupakan balas jasa/ keuntungan kepada pembuat perahu. 

Allah swt berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 : 

ضٰعَفَةا  بٰٰٓوا اضَۡعَافاا مُّ ـايَُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنوُۡا لََّ تاَۡكُلوُا الرِِّ
َ لَعلََّكُمۡ تفُۡلِحُوۡنَ  ۖ يٰٰۤ   ۚ وَاتَّقوُا اللَّه
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 Terjemahnya 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

119
 

 

 Prinsip ekonomi Islam yang digunakan yaitu prinsip ekonomi Islam Ma’ad 

(Hasil). Hidup manusia tidak hanya didunia, karena kita semua akan kembali kepada 

Allah. Menyatakan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam 

Islam, ada laba keuntungan didunia dan ada keuntungan di akhirat.
120

 

5. Waktu Penyerahan Barang 

Peneliti menanyakan tentang waktu penyerahan barang pada pemesanan di 

Dusun Labuange. Adapun jawaban dari bapak Mansur selaku pembuat perahu yaitu: 

 

“untuk perahu yang sudah selesai kami serahkan setelah barang selesai 
diproduksi. Diawal pesanan pemesan tidak memberikan target waktu 
penyelesaian barang”

121
 

 

 Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ruslan selaku pembuat perahu 

sebagai berikut: 

 “setiap pemesan tidak menentukan waktu penyelesaiannya, jika sudah 
 selesai mereka baru datang mengambil perahunya.”

122
 

  
 Bapak Akbar selaku pembuat perahu juga mengatakan bahwa: 

 “pemesan tidak menentukan waktunya, mereka tidak mempermasalahkan 
masalah cepat atau lambatnya perahu  diselesaikan karena pembeli terkadang 
datang untuk mengontrol pembuatan perahunya.”

123
 

 
 Bapak Arif  selaku pembuat perahu juga mengungkapkan hal yang sama 

sebagai berikut: 
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 “diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk meyelesaikan 
perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa diambil.” 
 
Bapak Beddu Cambang selaku pembuat perahu mengatakan bahwa: 

“kadang ada pemesan yang memberikan saya target misalnya 2 minggu 
perahunya harus selesai, kadang juga ada pemesan yang tidak menentukan 
waktu penyelesaian perahunya”

124
 

 
Bapak Dorahim mengatakan bahwa: 

“pemesan tidak memberikan target penyelesaian, semua tergantung pembuat 
perahu”

125
 

 
 

 
Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli: 

“ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau perahu 

saya jadi”
126

 

 

Bapak Guntur juga menjawab : 

“seingat saya waktu saya memesan perahu  penyelesaiannya itu cepat dan 

saya hanya bilang kepada pembuat perahunya jika perahunya sudah selesai 

langsung mengabari saya.”
127

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 

penyerahan barang pada pemesanan perahu di Dusun Labuange yaitu terkadang  ada 

pemesan yang mengharuskan adapula yang tidak mengharuskan, pembeli tidak 

menetapkan waktu penyelesaiaanya. Hal ini didasarkan pada unsur keridhaan yang 

merupakan unsur dalam setiap bermuamalah. Keridhaan disini berarti kerelaan 

melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima 

dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. 

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 : 
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َ يَاۡمُرُكُمۡ انَۡ تؤَُدُّوا الََّۡمٰنٰتِ الِٰٰٓى اهَۡلِهَا ۙ وَاِذاَ حَكَمۡتمُۡ بيَۡنَ النَّاسِ  ا يَعُُِكُمۡ بهِ  ؕ  انَۡ تحَۡكُمُوۡا بِالۡعدَۡلِ  اِنَّ اللَّه َ نِعِمَّ َ ؕ   اِنَّ اللَّه  اِنَّ اللَّه

ا بَصِيۡرا    اكَانَ سَمِيۡعاًۢ

Terjemahnya  
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat.”

128
 

 

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan adalah prinsip ekonomi Islam Tauhid 

(Kesatuan) fondasi ajaran Islam. Allah swt pemilik alam semesta beserta isinya. Oleh 

karena itu, Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki 

untuk sementara waktu.
129

 

 

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemesanan Perahu di Dusun Labuange 

Kabupaten Barru 

Kesejahteraan berarti kemakmuran “Dimana kebutuhan hidup tidak hanya 

memungkinkan hidup tapi juga untuk mempermudah kehidupannya sehingga orang-

orang yang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai 

kesejahteraan lahir dan batin”. Dalam menjalankan jual beli pesanan, perlu diterapkan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

 Berikut ini bagaimana kesejahteraan masyarakat di peroleh dari praktik 

pemesanan perahu di Dusun Labuange jika dilihat dari analisis ekonomi Islam: 

1. Prinsip Kerja 

 Kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumberdaya, bukan hanya 

pemiliknya semata. Pemilik sumber daya didorong untuk dapat memanfaatkan dan 
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hanya boleh mendapat kompensasi atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
130

 

Bekerja merupakan hal penting dalam produksi, karena dengan bekerja maka segala 

sumber daya alam yang telah Allah SWT sediakan di muka bumi ini dapat diolah 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

 Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 105 :  

 

ُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُ  دةَِ فَينَُبِِّئكُُم بمَِا كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ وَقلُِِعۡمَلوُاْ فَسَيرََى ٱللََّّ هَٰ َّۡ لِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱل  ونَۖ وَسَترَُدُّونَ إلِىَٰ عَٰ

Terjemahnya :  

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

131
 

 
 Ayat diatas merupakan perintah dari Allah untuk bekerja mencari nafkah bagi 

siapa saja dengan cara baik dan halal, sehingga orang-orang dapat menjadi saksi atas 

hasil dari pekerjaan tersebut dan Allah akan memberikan balasan atas apa yang 

dikerjakan umatnya. Dengan adanya bentuk jual beli pesanan perahu  dapat 

membantu perekonomian masyarakat khususnya nelayan dan pembuat perahu di 

Dusun Labuange. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Guntur : 

“Dengan adanya pembuat perahu di Dusun kami ini, saya tidak perlu jauh-jauh 
keluar daerah untuk memesan perahu. Perahu yang dibuat oleh pembuat perahu 
dapat saya pakai untuk mencari nafkah karena mata pencaharian saya adalah 
nelayan.”

132
 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Arif selaku pembuat perahu : 

“ saya memperoleh rezeki sebagian besar dari hasil membuat perahu.”
133

 
 

 Kehadiran jual beli pesanan perahu di Dusun Labuange ini, membuat 

perekonomian mengalami perkembangan. 
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2. Prinsip Kebebasan 

 Dalam Islam, setiap manusia bebas untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang 

ada pada kekuasaannya.
134

 

 Begitupun dengan kebebasan yang diberikan oleh pemesan perahu terhadap 

pembuat perahu dalam menyelesaikan perahu yang dipesan. Seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Arif  selaku pembuat perahu yaitu : 

 “diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk meyelesaikan 
perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa diambil.”

135
 

 
Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli: 

“ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau perahu 
saya jadi”

136
 

 

 Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk 

mencari harta apa saja yang dikehendakinya, sebaliknya Islam memberikan cara-cara 

tertentu yang tidak membahayakan dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Hal 

yang menjadi kepedulian Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan 

menghilangkan mudharat, serta memudahkan sarana hidup padanya. 

3. Prinsip Keseimbangan ( Equilibrium ) 

 Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya 

kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara fisik dan 

mental, materil dan spiritual, masa kini dan masa depan, serta dunia maupun 

akhirat.
137

 Seorang muslim diharapkan peduli terhadap  sesama manusia ketika dalam 

hal melakukan aktivitas kerja, maka dari itu jual beli pesanan perahu menjadi 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek materi. 
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4. Prinsip Tanggung Jawab 

 Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberi kebebasan untuk menentukan 

jalan hidupnya dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun 

kebebasan ini harus bertanggung jawab.
138

 

 Dimana pembuat perahu disini harus bertanggung jawab atas pesanan yang 

diterima. Sifat tanggung jawab yang dimiliki pembuat perahu dalam pembuatan 

perahu yang dilakukan akan bertahan lama, karena tanggung jawab merupakan modal 

utama untuk memperoleh kepercayaan dari pemesan. 

5. Prinsip Keadilan 

 Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan 

perekonomian Islam adalah prinsip keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Maidah ayat 8 : 

 

ِ شُهَدآَٰءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ  مِينَ لِلََّّ أيَُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قَوَّٰ
ٰٓ انُ قَوۡم  عَلىَٰٰٓ ألَََّّ تعَۡدِلوُاْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أقَۡرَبُ   وَلََّ يجَۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ  يَٰ

َ خَبِيرًُۢ بِمَا تعَۡمَلوُنَ  َۚ إِنَّ ٱللََّّ  لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقوُاٱْللََّّ

 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (Kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhna Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.”

139
 

 
 Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, haruslah 

dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna 

tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Adil dalam Islam adalah menempatkan 

sesuatu pada tempatnya ( wid’u al-syai ‘ala makanih ). Kezaliman merupakan hal 
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yang bertentangan dengan keadilan karena kezaliman bermaksud meletakkan suatu 

perkara (benda) paada tempatnya yang bukan sebenarnya. 

Jual beli pesana perahu yaang ada di Dusun Labuange telah menunjukkan 

keadilannya. Perjanjian lisan yang dilakukan pembuat perahu dan pemesan perahu 

didasarkan pada rasa kepercayaan masing-masing pihak karena sudah lama saling 

mengenal. Pemesan memberikan kepercayaan penuh kepada pihak pembuat perahu. 

Prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan 

adalah prinsip ekonomi Islam Adl (keadilan). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang 

dapat dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru yaitu  

dilakukan secara pesanan dan perjanjiannya dilakukan secara lisan. Akad yang 

digunakan sudah sesuai dengan akad ijarah.  Sistem pembayaran upah  dilakukan 

di awal, secara kontan, cicilan, dan jika perahunya sudah selesai. Kemudian 

waktu penyerahan barangnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak.  

2. Praktik pemesanan perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru telah sesuai jika 

dilihat dari prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip kerja, kebebasan, keseimbangan, 

tanggung jawab, dan keadilan.  

B. Saran 

1. Hendaknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis. Hal 

ini untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di 

antara kedua belah pihak. 

2. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi 

penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
Wawancara untuk pihak pembuat perahu di Dusun Labuange Kabupaten 

Barru 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang diberikan 

kepada Bapak? 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 
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Wawancara untuk pembeli perahu di Dusun Labuange Kabupaten Barru 

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange? 

2. Bagaimana proses pembayaran pesanan  yang Anda lakukan jika perahunya telah 

selesai?  

3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 
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 HASIL WAWANCARA 

Nama   : Arif 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 65 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu ( Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “ saya mulai membuat perahu sejak tahun 1975”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “sistem jual beli perahu dengan sistem pesanan melalui telpon karena 

sudah banyak juga yang mengenal dan percaya dari luar daerah 

seperti Takalar dan luar provinsi seperti Kendari, bisa juga langsung 

datang kelokasi untuk minta dibuatkan perahu”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “pembeli yang memesan perahu secara lisan hanya menyebutkan 

langsung ukuran dan model perahu yang ingin dipesan, setelah 

kriteria dan harga disepakati, maka pemesan memberikan uang muka 

sebagai tanda jadi memesan kami segera membuatkan perahu sesuai 

keinginan pemesan tersebut, tidak ada perjanjian tulisan”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “soal pembayarannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya 

itu pemesan bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh , tapi 

itu tergantung dari kesepakatan lagi”. 
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5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban : “diawal pemesanan, pemesan tidak memberikan target untuk 

meyelesaikan perahunya. Jika perahu sudah selesai baru bisa 

diambil”. 

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “Untuk pembuatan perahu membutuhkan bahan baku seperti, kayu, 

papan, paku, lem, dan cat, ini semua disediakan oleh pemesan 

perahu. Adapun alat yang dibutuhkan untuk pembuatan perahu 

adalah palu, gergaji, pahat, pensil, meteran,dan alat-alat lainnya 

disediakan oleh pihak pembuat perahu”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “tidak  tahu”. 
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HASIL WAWANCARA 

Nama   : Akbar 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 30 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “ saya mulai membuat perahu sejak tahun 2016”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “sistem jual beli perahu yang dilakukan adalah sistem pesanan 

terlebih dahulu dan bisa langsung datang kelokasi”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “pembeli saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja 

dengan langsung menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemarin 

pemesan memesan perahu dengan ukuran yang  lumayan besar, maka 

saya melakukan kesepakatan dengan pemesan perahu mengenai 

harga perahu.”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “Untuk sistem pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah 

pihak ada juga melakakukan pembayaran secara langsung, ada juga 

yang bayar uang muka, dan ada juga yang sistem angsuran, dan ada 

juga yang melakukan pembayaran diakhir jika perahu sudah selesai”. 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 
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Jawaban :“pemesan tidak menentukan waktunya, mereka tidak 

mempermasalahkan masalah cepat atau lambatnya perahu  

diselesaikan karena pembeli terkadang datang untuk mengontrol 

pembuatan perahunya”. 

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “kemarin pemesan perahu menyediakan bahan untuk membuat 

perahu seperti kayu, papan dan cat, dan lain-lain sementara itu saya 

diberi upah untuk minta dibuatkan perahu”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “tidak  tahu”. 
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 HASIL WAWANCARA 

Nama   : Ruslan 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur   : 40 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “sejak tahun 2016”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “sistem yang kami terapkan adalah  harus pesan dulu baru dikerjakan 

kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, 

setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama 

bagaimana model perahunya, kapan selesainya dan harganya”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “pembeli memesan sama saya tanpa bentuk perjanjian tulisan karena 

kebetulan sudah kenal baik dengan saya, jadi pembeli sudah percaya 

ketika ingin memesan sama saya”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “untuk sistem pembayaran bisa bayar kontan, kredit, atau setelah 

selesai perahunya baru bayar”. 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban :“ setiap pemesan tidak menentukan waktu penyelesaiannya, jika 

sudah selesai mereka baru datang mengambil perahunya.”. 
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6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “bahan-bahan untuk membuat perahu dibawa langsung oleh pemesan 

perahu, mengenai pengerjaannya di tanggung oleh saya”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “saya tidak  tahu dan belum pernah mendengar”. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama   : Mansur 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur   : 45 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “ saya mulai membuat perahu sejak tahun 2011”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “sistem yang kami terapkan adalah  harus pesan dulu baru dikerjakan 

kita jarang membuat cuma-cuma takut nya tidak ada yang membeli, 

setelah dipesan barulah menentukan bagaimana kesepakatan bersama 

bagaimana model perahunya, kapan selesainya dan harganya”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “perjanjian tertulis itu tidak ada ketika pembeli memesan hanya kita 

bicara perahu bagimana yang ingin dipesan dan bagaimana 

ukurannya supaya tidak terjadi kesalahan”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “untuk pembayaran bisa di awal, bisa cicilian dan bisa juga bayar di 

akhir.”
140

”. 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

                                                             
 140 Mansur, Pembuat Perahu, wawancara di Dusun Labuange, 14 Januari 2022. 
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Jawaban :“ untuk perahu yang sudah selesai kami serahkan setelah barang 

selesai diproduksi. Diawal pesanan pemesan tidak memberikan target 

waktu penyelesaian barang”. 

6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “bahan baku untuk membuat perahu berasal dari pemesan, kita hanya 

mengerjakan saja sesuai dari kemauan dari pemesan”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “tidak  tahu”. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama   : Dorahim 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur   : 53 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “sejak tahun 2018”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “kalau sistem yang saya pakai itu sistem pesanan, pemesan  datang 

langsung ke rumah”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “perjanjian tertulis tidak ada, kami hanya bicara secara lisan saja 

perjanjiannya”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “pembayarannya itu pakai uang muka, kadang juga pada saat 

mengerjakan perahu kami bisa minta uang kepada pemesan, sisanya 

dibayar lunas ketika perahunya sudah selesai.”. 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban :“ pemesan tidak memberikan target penyelesaian, semua tergantung 

pembuat perahu”. 
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6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “bahan baku dari pemesan, saya hanya mengerjakan saja”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “tidak  tahu”. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Nama   : Beddu Cambang 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur   : 62 Tahun  

Pekerjaan : Pembuat Perahu (Nelayan) 

Alamat  : Labuange 

1. Sejak kapan Anda menjalani usaha jual beli pesanan perahu ? 

Jawaban: “awalnya mata pencaharian saya adalah nelayan, tetapi saya mulai 

membuat perahu sejak tahun 2010”. 

2. Bagaimana sistem jual beli perahu yang Anda lakukan saat ini? 

Jawaban: “pemesan biasanya langsung datang ke rumah kalau mau pesan 

perahu, ada juga yang pesan lewat telpon”. 

3. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak dari pemesan yang 

diberikan kepada Bapak? 

Jawaban : “saya tidak menulis perjanjian kesepakatan, hanya sistem 

kepercayaan saja”. 

4. Bagaimana proses pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pemesan perahu? 

Jawaban : “untuk pembayarannya itu kadang pemesan membayar sebagian, 

setelah perahunya selesai baru dilunasi”. 

5. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban :“kadang ada pemesan yang memberikan saya target misalnya 2 

minggu perahunya harus selesai, kadang juga ada pemesan yang 

tidak menentukan waktu penyelesaian perahunya”. 
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6. Darimana bahan baku yang digunakan untuk membuat perahu? 

Jawaban : “bahan bakunya itu dari pemesan perahu”. 

7. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ? 

Jawaban : “tidak  tahu”. 
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HASIL WAWANCARA 

Nama   : Sadaruddin 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur   : 57 Tahun  

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Labuange 

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange? 

Jawaban : “jika ingin memesan perahu, saya langsung datang ke rumah pembuat 

perahu untuk berbicara langsung mengenai harga dan model perahu 

yang diinginkan”. 

2. Bagaimana proses pembayaran pesanan  yang Anda lakukan jika perahunya telah 

selesai?  

Jawaban : “kalo saya pembayarannya itu saya bayar uang muka dulu nanti kalo 

barangnya sudah selesai baru saya bayar lunas”. 

3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban : “ketika saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau 

perahu saya jadi”. 

4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?  

Jawaban : “ saya tidak tahu mengenai akad itu”. 
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HASIL WAWANCARA 

Nama   : Guntur 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Umur   : 46 Tahun  

Pekerjaan : Nelayan 

Alamat  : Labuange 

1. Bagaimana sistem jual beli perahu yang dilakukan di Dusun Labuange? 

Jawaban : “saya dulu memesan perahu langsung datang ke tempat pembuat 

perahunya”. 

2. Bagaimana proses pembayaran pesanan  yang Anda lakukan jika perahunya telah 

selesai?  

Jawaban : “kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya 

memesan perahu. Setelah perahunya selesai baru saya lunasi 

semuanya”. 

3. Apakah saat pembuatan akad kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian 

ataupun waktu penyerahan barang pesanan? 

Jawaban : “seingat saya waktu saya memesan perahu  penyelesaiannya itu cepat 

dan saya hanya bilang kepada pembuat perahunya jika perahunya 

sudah selesai langsung mengabari saya”. 

4. Apakah anda mengetahui tentang akad salam dan istishna ?  

Jawaban : “ saya tidak tahu”. 
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Alamat jalan veteran, Dusun Labuange, Desa 
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